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|  KETENTUAN DHE SDA  |

PENGECUALIAN MULAI DIOBRAL
Bisnis, JAKARTA — Pelonggaran skema penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam berlanjut. Setelah Amerika Serikat 
mendapat pengecualian, kini giliran tiga yurisdiksi lain memperoleh keleluasaan dari kewajiban penempatan dana di dalam 

negeri tersebut. 

Fahmi A. Burhan & Dany Saputra
redaksi@bisnis.com

M
enteri Keuang-
an Purbaya 
Yudhi Sadewa 
mengatakan 
sa lah  sa tu 
negara yang 

mendapatkan perlakuan khusus 
perihal kewajiban retensi 
100% devisa hasil ekspor 
(DHE) sumber daya alam 
(SDA) itu adalah Cina.

Adapun negara lainnya 
masih dirahasiakan. Hal 
yang pasti, Purbaya mene-
kankan yurisdiksi tersebut 
memberikan kontribusi 
yang signifikan terhadap 
penanaman modal asing 
(PMA).

Purbaya menambahkan, 
selain investasi, negara-negara yang 
mendapatkan fasilitas itu juga 
telah memiliki perjanjian bilateral 
atau multilateral dengan Indonesia.

"Investasinya besar, lalu bank 
dari negara tersebut juga sudah 

eksis cukup lama [di Indonesia]," 
kata Purbaya usai mengikuti Ra-
pat Terbatas di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Kamis (23/7).

Sebelumnya, pengecualian juga 
diberikan oleh pemerintah kepada 
Amerika Serikat (AS) pada Mei 

lalu. Dasar dari pengecu-
alian itu adalah adanya 
kerja sama Agreement on 
Reciprocal Trade (ART) 
antara Indonesia dan AS.

Eksportir dari negara 
mitra tersebut diberikan 
fleksibilitas khusus, yakni 
retensi DHE sektor per-
tambangan cukup 30% 
selama 3 bulan, dan diper-
bolehkan untuk diparkir di 
rekening khusus bank di 

luar himpunan bank milik negara 
(Himbara).

Ketentuan DEH SDA diatur da-
lam Peraturan Pemerintah (PP) 
No. 21/2026 tentang revisi PP 
No. 8/2025 tentang Devisa Hasil 

Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, 
Pengelolaan, dan/atau Pengolahan 
Sumber Daya Alam.

Adapun ketentuan utama beleid 
ini adalah mewajibkan eksportir 
SDA untuk memasukkan DHE 
100% ke dalam sistem keuangan 
Indonesia atau repatriasi dengan 
tingkat kepatuhan 100%. 

Eksportir SDA wajib menempat-
kan DHE dengan retensi minimal 
30% untuk industri migas, sedang-
kan 100% untuk industri nonmi-
gas. Penempatannnya yaitu pada 
rekening khusus dengan jangka 
waktu minimal bagi komoditas 
migas 3 bulan serta nonmigas 
12 bulan.

Repatriasi atau penempatan DHE 
SDA wajib dilakukan melalui bank 
himbara, dengan batas konversi 
DHE valas ke rupiah diturunkan 
dari 100% ke maksimal 50%. 

Ada tiga tujuan utama penerapan 
aturan anyar ini. Pertama, men-
dorong pembiayaan pembangunan 

khususnya investasi dan modal 
kerja untuk penghiliran SDA.

Kedua, peningkatan investasi 
dan kinerja ekspor untuk kegiatan 
pengusahaan pengelolaan sumber 
daya alam. Ketiga, menciptakan 
stabilitas makro dan pasar keu-
angan domestik. 

"Penempatan DHE SDA diwa-
jibkan melalui bank himbara," 
kata Purbaya.

Senior Economist PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. Reny Eka 
Putri mengatakan, insentif Pajak 
Penghasilan (PPh) hingga 0% atas 
bunga DHE SDA dan relaksasi 
bilateral berpotensi memperkuat 
akseptasi eksportir terhadap ke-
wajiban retensi yang lebih ketat.

Skema tersebut diyakini mere-
dam kekhawatiran pasar terhadap 
risiko capital control dan menjaga 
fleksibilitas likuiditas eksportir.

Di sisi lain, penataan ulang DHE 
perlu diimbangi dengan pengelo-
laan risiko transisi.

Musababnya, kewajiban retensi 
DHE SDA berpotensi menambah 
beban operasional dan adminis-
tratif eksportir, terutama yang 
bergantung pada valas untuk 
pembayaran pemasok, logistik, 
dan hedging.

Dari sisi makro, persepsi pem-
batasan arus modal dapat me-
mengaruhi minat investasi asing 
langsung (foreign direct invest-
ment/FDI) sektor SDA, sementara 
efektivitas pemantauan terpadu 
bergantung pada kesiapan tekno-
logi dan koordinasi antarlembaga. 

"Seharusnya ada ruang pengu-
atan jika tidak terjadi gejolak 
yang signifikan lagi di global. 
Pasar juga akan merespons ke-
mungkinan kebijakan apabilan BI 
menaikkan BI Rate lebih lanjut," 
ujarnya.

Menurutnya, repatriasi DHE SDA 
diperkirakan menambah likuiditas 
valas domestik, serta mendukung 
stabilitas rupiah dan yield Surat 
Berharga Negara (SBN).

"Masuknya DHE dalam volume 
besar ke perbankan domestik 
juga dapat meningkatkan kapa-
sitas kredit, khususnya untuk 
pembiayaan sektor produktif," 
katanya.

Kepala Ekonom Bank Permata 
Josua Pardede menuturkan, kebi-
jakan ini berpotensi memperkuat 
ketahanan eksternal dan stabilitas 
nilai tukar karena basis likuiditas 
valas menjadi lebih besar, stabil, 
dan mudah dipantau.

Selain itu, penerbitan SBN Va-
las mampu membangun kurva 
imbal hasil sekaligus menye-
diakan instrumen penempatan 
yang aman.

Namun, kebijakan ini juga 
membawa potensi dampak ne-
gatif, salah satunya pembatasan 
konversi DHE ke rupiah mak-
simal 50% dapat menimbulkan 
ketidaknyamanan arus kas bagi 
eksportir yang struktur biayanya 
didominasi kewajiban rupiah. 

��� TOLAK ATURAN TEMBAKAU
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Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha 
Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono (dari kanan) 
memberikan paparan didampingi Ketua Umum 
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia 
(GAPPRI) Henry Nayoan, dan Ketua Bidang Penelitian 
dan Pengembangan Federasi Serikat Pekerja Rokok 
Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (FSP RTMM SPSI) Didik Aswadi saat konfe-
rensi pers terkait aturan tembakau di Jakarta, Kamis 
(23/7). Apindo bersama 37 asosiasi sektoral industri 
hasil tembakau menyampaikan pernyataan sikap 
bersama terkait dampak PP Nomor 28 Tahun 2024, 
khususnya soal penyeragaman kemasan, batas kadar 
nikotin-tar, dan larangan bahan tambahan.

|  PROSPEK PDB 2026  |

Ekonomi Prancis Stagnan
Bisnis, JAKARTA — Per-

tumbuhan ekonomi Prancis 
diprediksi melambat pada ta-
hun ini akibat tertekan oleh 
perang di Timur Tengah yang 
mengerek inflasi akibat ter-
pacu harga minyak dunia.

International Monetary Fund 
(IMF) dalam 2026 Article IV 
Consultation mencatat, per-
tumbuhan produk domestik 
bruto (PDB) riil diproyeksikan 
melambat dari 0,9% menjadi 
0,6% pada tahun ini, karena 
dampak dari perang di Timur 
Tengah meningkatkan inflasi 
dan meredam permintaan di 
pasar domestik.

Meskipun pertumbuhan di-
proyeksikan pulih secara berta-
hap pada 2027, meningkatnya 
ketegangan geoekonomi ter-
masuk di Timur Tengah, dan 
meningkatnya ketidakpastian 
politik menjelang pemilihan 
presiden pada tahun depan 
menimbulkan risiko penu-
runan yang signifikan.

Dengan latar belakang utang 
publik yang tinggi, pertum-
buhan ekonomi yang mode-
rat, dan tekanan belanja yang 
meningkat, IMF mendorong 
Pemerintah Prancis untuk 
terus melanjutkan konsoli-
dasi fiskal sambil mengejar 
reformasi struktural .

"Tujuannya untuk membu-
ka potensi Prancis dan men-
dukung pertumbuhan yang 
berkelanjutan dan inklusif," 
tulis pernyataan IMF yang 
dikutip Bisnis, Kamis (23/7).

Lembaga tersebut juga me-
nyoroti perlunya konsolidasi 
fiskal yang kredibel, ramah 
pertumbuhan, dan didorong 
oleh pengeluaran untuk me-
nurunkan defisit di bawah 
3% terhadap PDB pada 2029, 
termasuk memperkuat tata 
kelola utang.

Sementara itu, Uni Eropa 
memperkirakan pertumbuhan 
ekonomi Prancis pada tahun 
ini tidak berubah dibanding-

kan dengan tahun lalu yakni 
dalam kisaran 0,8%—0,9%. 
Adapun pada 2027, dengan 
kebijakan yang tidak berubah, 
ekonomi diperkirakan sedikit 
meningkat menjadi 1,1%.

Sektor penerbangan dan pe-
ningkatan pesanan industri 
pertahanan menjadi andalan 
untuk mendukung investasi 
dan kinerja ekspor. 

"Dampak dari konflik di 
Timur Tengah diperkirakan 
akan meningkatkan inflasi 
menjadi 2,4% pada 2026 dan 
1,8% pada 2027," tulis Uni 
Eropa.

Defisit fiskal diperkirakan 
sebesar 5,1% pada 2026, 
sebelum sedikit meningkat 
menjadi 5,7% pada 2027. 
Utang publik diperkirakan 
meningkat menjadi 120% 
dari PDB pada 2027, naik 
dari 115,6% pada 2025, yang 
dipicu membengkaknya de-
fisit keseimbangan primer. 
(Tegar Arief)

Rekening Dolar AS 
Melonjak 58,2% 

per Mei 2026, 
Efek DHE atau 

Bunga Deposito 
Valas 4%? 

Pengecualian 
ketentuan DHE 
SDA kembali 
diberikan oleh peme-
rintah kepada negara 
mitra.

Setelah AS, kini Cina dan 
dua negara lain men-
dapat fasilitas serupa.

Dasar dari kebijakan ini 
adalah investasi dari 
negara tersebut serta 
adanya perjanjian 

bilateral dengan Indonesia. 
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